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Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER- 44 /PJ/2008
Tanggal : 20 Oktober 2008

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK,
DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK SERTA PERUBAHAN DATA
DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK

. Umum

1.

Petugas Pendaftaran Wajib Pajak adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala
KPP/KP4/KP2KP untuk melayani Pendaftaran Wajib Pajak, Pelaporan
dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data Wajib Pajak,
Perpindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak, Pencabutan SKT
dan Penghapusan NPWP dan/atau Pencabutan SPPKP, dan baik yang
diterima secara langsung, melalui Pos secara tercatat maupun dari
KP4/KP2KP:

Data pendukung yang perliu disiapkan oleh Wajib Pajak untuk mengisi formulir
permohonan antara lain sebagai berikut:
a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan/tidak menjalankan
usaha atau pekerjaan bebas:
- Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Indonesia, atau paspor bagi
orang asing
b. Untuk Wajib Pajak Badan:
- Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukan dari
kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
- NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab Badan,;
- Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi
orang asing sebagai penanggung jawab.
c. Untuk Bendahara sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong:
- surat penunjukan sebagai Bendahara;
- Kartu Tanda Penduduk Bendahara.
d. Untuk Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong:
Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai Joint Operation,
- Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk indonesia, atau paspor bagi
orang asing sebagai penanggung jawab;
- NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab JO.

Pengisian alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan
usaha pada formulir didasarkan pada kenyataan atau menurut keadaan
sebenarnya, tidak pada pertimbangan yang bersifat formal.

Wajib Pajak mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya sesuai
dengan tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 3, tanpa harus sesuai
dengan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan
usaha pada dokumen formal seperti KTP/Paspor.

Bagi permohonan berstatus cabang, Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha
tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus memiliki NPWP Kantor
Pusat/domisili/suami.

Apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain, harus memiliki surat
kuasa khusus.

Wajib Pajak tidak perlu menyampaikan hardcopy  data pendukung
sebagaimana dimaksud pada Bagian | angka 2 (dua) pada saat
menyampaikan formulir permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau
formulir permohonan pengukuhan PKP.



10.

Perubahan data Wajib Pajak dan/atau PKP antara lain meliputi :

a. Perubahan Nama Wajib Pajak dan/atau PKP karena penggantian nama;

b. Perubahan bentuk badan hukum;

c. Perubahan alamat Wajib Pajak dan/atau PKP karena perpindahan tempat
tinggal atau tempat kedudukan atau tampat kegiatan usaha dalam wilayah
kerja Kantor Pelayanan Pajak yang sama;

d. Perubahan status Wajib Pajak dan/atau PKP;

e. Perubahan jenis usaha karena ada perubahan kegiatan usaha Wajib
Pajak dan/atau PKP.

Pemindahan Wajib Pajak dan/atau PKP adalah Perubahan alamat Wajib
Pajak dan/atau PKP karena perpindahan tempat tinggal atau tempat
kedudukan atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lain.

Petugas konfirmasi lapangan adalah Account Representative yang
menangani Wajib Pajak tersebut atau pelaksana pada Seksi Ekstensifikasi
Perpajakan atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala KPP untuk
melakukan konfirmasi lapangan.

ll. Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak serta
Pelaporan dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP.

2.

(&3]

Wajib Pajak harus mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak
dan/atau Formulir Permohonan Pengukuhan PKP secara lengkap dan jelas.
Dalam hal Wajib Pajak membutuhkan bantuan dalam mengisi formulir
tersebut dapat menanyakan kepada Petugas Pendaftaran Wajib Pajak.

Wajib Pajak menyerahkan Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak
dan/atau Formulir Pengukuhan PKP yang telah diisi secara lengkap dan jelas
serta ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya kepada Petugas Pendaftaran
Wajib Pajak.

Dalam hal formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1 belum
diisi secara lengkap, Petugas Pendaftaran Wajib Pajak mengembalikan
formulir kepada pemohon untuk dilengkapi.

Wajib Pajak menerima Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang telah di
ditandatangani oleh petugas pendaftaran setelah Formulir Permohonan
Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Formulir Pengukuhan PKP dilengkapi.

Dalam hal Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau
dikukuhkan sebagai PKP, kepada Wajib Pajak diberikan SKT dan/atau
SPPKP dan Kartu NPWP.

Jangka waktu penyelesaian permohonan pendaftaran NPWP dan/atau
permohonan pengukuhan PKP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak
permohonan diterima secara lengkap.

Setelah menerbitkan SKT dan Kartu NFWP serta SPPKP, Kepala Kantor
dalam jangka waktu paling lama 1 tahun menugaskan petugas konfirmasi
lapangan untuk melakukan konfirmasi lapangan dengan prioritas sesuai
tingkat resiko Wajib Pajak Baru dalam rangka membuktikan kebenaran
pengisian formulir/data yang disampaikan ‘Wajib Pajak.

Kategori Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak berisiko antara lain:
a Wajib Pajak yang dikirimi surat tetapi “Kembali dari Pos (Kempos)”
dengan dibubuhi catatan dari Kantor Pos berupa.
- Nama tidak dikenal; atau
- Alamat tidak ditemukan; atau
- Rumah/gedung tidak dihuni
b. Tidak menyampaikan SPT.
c. Wajib Pajak yahg sering berpindah KPP tempat terdaftar.
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11.

kedudukan atau tempat usaha.

e. Wajib Pajak yang melaporkan adanya kegiatan ekspor.

Wajib Pajak yang melakukan kegiatan impor (terlihat dari adanya

pembayaran pajak dalam rangka impor) tetapi tidak berstatus sebagai

PKP.

g. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan restitusi.

h. Wajib Pajak yang tidak berstatus sebagai PKP tetapi menyampaikan SPT
Masa PPN.

i. Wajib Pajak baru berdiri langsung melakukan penyerahan dalam jumlah
besar tetapi jumiah kurang bayarnya relatif kecil.

j.  Waijib Pajak-Wajib Pajak Badan yang akte pendiriannya dibuat di hadapan
notaris yang sama dan tanggal pendiriannya pada waktu yang bersamaan
atau berdekatan.

k. Wajib Pajak yang memiliki nama yang aneh (misalnya Mr. X, PT ABCDE,
XYZ.

L Wajib Pajak lain yang menurut pertimbangan Kepala KPP termasuk Wajib
Pajak berisiko.

=h

Dalam hal hasil konfirmasi lapangan menunjukkan bahwa data yang
disampaikan oleh Wajib Pajak terdaftar dan/atau PKP terdaftar tidak benar,
KPP menerbitkan Surat Penghapusan NPWP, Surat Pencabutan SKT
dan/atau Surat Pencabutan SPPKP secara jabatan untuk disampaikan
kepada Wajib Pajak dan/atau PKP.

Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan usaha dan/atau tempat
kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau PKP di wilayah KP4/KP2KP yang tidak
sekota dengan KPP, Kepala KPP dapat meminta bantuan KP4/KP2KP untuk
membuktikan kebenaran data yang disampaikan oleh Waijib Pajak dan/atau
PKP.

Dalam hal KPP menerima permohonan pendaftaran NPWP dan/atau
pengukuhan PKP yang disampaikan oleh Wajib Pajak dan/atau PKP melalui
KP4/KP2KP, KPP menindaklanjuti sebagaimana Bagian 1l angka 5 sd. angka
9.

lll. Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak serta
Pelaporan dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui KP4/KP2KP

1.

Wajib Pajak melakukan langkah-langkah sama sebagaimana tercantum
dalam Bagian Il angka 1. sd. 3.

Wajib Pajak menerima BPS yang ditandatangani Petugas Pendaftaran Wajib
Pajak, Bukti Pendaftaran Waijib Pajak dan/atau Bukti Pelaporan PKP, yang
telah ditandatangani Kepala KP4/KP2KP setelah Formulir Permohonan
Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Formulir Pengukuhan PKP diisi secara
lengkap.

KP4/KP2KP mengirimkan Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak
dan/atau Formulir Pengukuhan PKP, Bukti Pendaftaran Wajib Pajak lembar
ke-2 dan/atau Bukti Pelaporan PKP lembar ke-2 ke KPP paling lama 1 (satu)
hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

IV. Tata Cara Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Perubahan Data
dan PKP Pindah di KPP

1.

Wajib Pajak dan/atau PKP harus mengisi Formulir Permohonan Perubahan
Data dan Wajib Pajak Pindah atau Formulir Permohonan Perubahan Data
dan PKP Pindah secara lengkap dan jelas. Dalam hal Wajib Pajak
membutuhkan bantuan dalam mengisi formulir tersebut dapat menanyakan
kepada Petugas Pendaftaran Wajib Pajak.

Wajib Pajak dan/atau PKP menyerahkan Formulir Permohonan Perubahan



2.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Wajib Pajak dan/atau PKP menyerahkan Formulir Permohonan Perubahan
Data dan Wajib Pajak Pindah atau Formulir Permohonan Perubahan Data
dan PKP Pindah yang telah diisi secara lengkap dan jelas serta di
tandatangani Wajib Pajak dan/atau PKP atau kuasanya kepada Petugas
Pendaftaran Wajib Pajak.

Dalam hal formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1 belum
diisi secara lengkap, Petugas Pendaftaran Wajib Pajak mengembalikan
formulir kepada pemohon untuk dilengkagi.

Wajib Pajak dan/atau PKP menerima Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang
ditandatangani cleh Petugas Pendaftaran Wajib Pajak setelah Formulir
Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah atau Formulir
Permohonan Perubahan Data dan PKP Pindah diisi secara lengkap.

Dalam hal Wajib Pajak dan/atau PKP mengajukan pindah melalui KPP Baru,
KPP Baru meneruskan Permohonan Pindah ke KPP Lama untuk ditindaklajuti
oleh KPP Lama.

KPP Lama menerbitkan Surat Pindah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung
sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan diberikan kepada Wajib
Pajak dan/atau PKP terdaftar serta ditembuskan ke KPP Baru.

KPP Baru menerbitkan SKT dan/atau SPPKP dan Kartu NPWP paling lama 1
(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya tembusan Surat Pindah dari KPP
Lama.

KPP Lama menerbitkan Surat Pencabutan SKT dan/atau Surat Pencabutan
SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya tembusan
SKT dan/atau SPPKP dari KPP Baru.

Dalam hal Wajib Pajak dan/atau PKP terdaftar mengajukan permohonan
perubahan data, KPP menerbitkan SKT dan/atau SPPKP dan Kartu NPWP
paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara
lengkap.

Setelah menerbitkan SKT dan Kartu NPWP serta SPPKP, Kepala Kantor
dalam jangka waktu paling lama 1 tahun menugaskan petugas konfirmasi
lapangan untuk melakukan konfirmasi lapangan dengan prioritas sesuai
tingkat resiko Wajib Pajak Baru dalam rangka membuktikan kebenaran
pengisian formulir/data yang disampaikan Wajib Pajak.

Dalam hal hasil konfirmasi lapangan menunjukkan bahwa data yang
disampaikan oleh Wajib Pajak terdaftar dan/atau PKP terdaftar tidak benar,
KPP menerbitkan Surat Penghapusan NPWP, Surat Pencabutan SKT
dan/atau Surat Pencabutan SPPKP secara jabatan untuk disampaikan
kepada Wajib Pajak dan/atau PKP.

Dalam hal tempat tempat tinggal atau tempat kedudukan usaha dan/atau
tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau PKP di wilayah KP4/KP2KP
yang tidak sekota dengan KPP, Kepala KPP dapat meminta bantuan
KP4/KP2KP untuk membuktikan kebenaran data yang disampaikan oleh
Wajib Pajak dan/atau PKP.

Dalam hal KPP menerima permohonan perubahan data yang disampaikan
oleh Wajib Pajak dan/atau PKP melaiui KP4/KP2KP, KPP menindaklanjuti
sebagaimana Bagian IV angka 9.

V. Tata Cara Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau PKP melalui KP4/KP2KP

1

Wajib Pajak dan/atau PKP dan petugas pendaftaran Wajib Pajak melakukan
langkah-langkah sebagaimana langkah Bagian IV angka 1 sd. 3.



Wajib Pajak dan/atau PKP menerima BPS permohonan perubahan data yang
ditandatangani petugas pendaftaran Wajib Pajak setelah Formulir
Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah atau Formulir
Permohonan Perubahan Data dan PKP Pindah diisi secara lengkap.

KP4/KP2KP meneruskan permohonan perubahan data Wajib Pajak dan/atau
PKP ke KPP Wajib Pajak terdaftar dan/atau PKP terdaftar paling lama 1
(satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
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Seraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER- 44 /PJ/2008
Tanggal : 20 Oktober 2008

BENTUK DAN JENIS FORMULIR

Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak untuk Orang Pribadi
Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah untuk Orang Pribadi
Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak untuk Badan/Joint Operation

Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah untuk Badan/Joint
Operation

Permohonan Pendaftaran untuk Bendahara

Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah untuk Bendahara
Permohonan Pengukuhan PKP untuk OP/Eadan/Joint Operation
Permohonan Perubahan Data dan PKP Pindah

Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)

Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak

Bukti Pendaftaran Wajib Pajak

Bukti Pelaporan Pengusaha Kena Pajak

Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar

Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Surat Pénghapusan Nomor Pokok Wajib Pzjak

Surat Tugas Konfirmasi Lapangan

Berita Acara Hasil Konfirmasi lapangan

Surat Pindah



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NPWP Diisi Oleh Petugas :
KANTOR WILAYAHN ............

RANTOR PELAYANAN PAJAK ......ouveee ' [__LJ ( I l ] [ 1 L] D [71 [ J [ I IJ

UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

SEMUA INFORMAS]I HARAP DIISI DENGAN HURUF BESAR/CETAK. Isi atau berl tanda x pada kotak jawaban yang sesuai. (Lihat petunjuk)

PERMOHONAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

NPWP Induk {dilsi untuk pendaftaran Wajib Pajak dengan status cabang/istert yang tidak pisah
harta/Orang Pribadi Pen

rl____;_u_sgfatertentu.) D l l
. 1 Titel /Gelar ) I [ l I l l I l IJ

2 Nama Wajlb Pajak
(ditulls nama lengkap tanpa titel/gelar)

3 Tempat /Tanggal lahir  (tgi-bin-thn) Ll L l [ l ,J l l l lj lIJ /r ] ] L_L_J L_L__I___L_J
4 Status Perkawinan 1 Kawin 2 Tidak Kawin
5 Kebangsaan Indonesla NIK/No. KTP: l l l’ l [ l l , l l J—, ] l I J I
[ Jnsing vepaspor: | [ | ] [ T LI L[ LTI T PLTT]
KLU
6 Pekerjaan D 1 PNS 2 TNI1/POLRI 3 Pegawal BUMN/BUMD
4 Pegawal Swasta 5 Pegawai lepas lainnya 6 Usaha sendiri (dilsi oleh petugas)

B. ALAMAT TEMPAT TINGGAL SEKARANG
7 Alamat tempat tinggal:

Biok HEREREN
Nomor HEREREN
RT/RW LL L1/ LT 1]
Kelurahan HEEEEEEEEEENEEEEEEEEEEEEEE
Kecamatan HEEEEEEEENEEEEEEEREEENENEE
Kota/Kabupaten HENEENEEEEEEEEEEEEEE
Propinsi l HEEEEENEEEREEEEEEEREE

8 Telepon/Facsimile dan E-mall :

Nomor Telepon LL LT T T LT [ [ [ Juorme T 1T T ] [T [T ]]
No. Handphone LI T LT TP TP T T T T T T[] | [
E-mail pEEEEEEEEEENEEE RN
9 Jenis Usaha/Pekerjaan Bebas [ l l l l ]

{dlis! oleh Patugas)

10 Alamat tempat usaha:

Jalan

Blok LI T[T 1]
Nomor HEERAEE
RT/RW LT T /L1

Keturahan L LT L L LT T LT LT T T LT LT T[]
Kecamatan HENEEEEEEEENENENEEEEEEnEEN
Kota/Kabupaten NN EEE

Propini | HEEEEEERE

1
Nomor Telepan LI LT T DT T L[] Jrorsame T
11 Merk Dagang/Usaha NN

12 Mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagal Pengusaha Kena Pajak DYa DTldak

S—

(Jika dlisi "Ya" WP melanjutkan mengisi formulir permohohan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)

D. PERNYATAAN

13 Dengan menyadarl sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksl sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saya
menyatakan bohwa apa yang telah saya beritahykan di atas adalah benar dan lengkap.

....................... Tanggal
Petugas, Pemohon,

....................................................................................




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH ....uvs

UNTUK WAIJIB PAJAK ORANG PRIBADI

SEMUA INFORMASI HARAP DIIS1 DENGAN HURUF BESAR/CETAK. Isl atau beri tanda x pada kotak Jjawaban yang sesual. (Lihat petunjuk)

PERMOHONAN PERUBAHAN DATA DAN WAJIB PAJAK PINDAH

D Perubahan Data NPWP ‘ D l
D Wajib Pajak Pindah NPWP l D i

BAGIAN A, B, DAN C, DIISI HANYA UNTUK DATA YANG BERUBAH
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1 Titel /Gelar LI LT 1T T1T]

2 Nama Wajlb Pajak
(ditulis nama lengkap tanpa Litet/gelar)

3vempatTanggattae coonew) | [ [ [ [ T T T TTTTTT Y0} L] LT 1]

4 Status Perkawinan ] 1 Kawin 2 Tidak Kawlin
rnsoness— wxenres [T [ T T T T T T T T T T T T1]
[ Jnsing vovesporr | [ [ T [T T T T T T TTTITT1]
KLU
6 Pekerjaan [:] 1 PNS 2 TNI/POLRI 3 Pegawal BUMN/BUMD
4 Pegawal Swasta S Pegawai lepas lainnya 6 Usaha sendiri (diist oleh petugas)

B. ALAMAT TEMPAT TINGGAL SEKARANG
7 Alamat tempat tinggal:

Jalan

Blok HENEEREE
- Nomor LI LT
RT/RW I l I l / l I I I

Keluranan HEEEEENEENEEEEEEEEEEREEEEE
Kecamatan HEEEEEEEENEEEEEEEENEEE NN
Kota/Kabupaten [ HEEEERNEEEN RN .
propins HEENEEEENEEENEEEEEEN

8 Telepon/Facsimile dan E-mall :

Nomor Telepon

LL LTI LT T LT LT
No. Handphone . L I l l l l l I I l l i
[ [ ] ]

E-mail LI LTl

C. WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN USAHA SENDIRI

[ ]

KLU

9 lenis Usaha/Pekerjaan Bebas D::]j:[:’

(dlisi oleh Petugas)

10 Alamat tempat usaha:

Jalan

Blok

Nomor

Kelurahan

L
L
RT/RW |
|
L

Kecamatan

Kota/Kabupaten

Kode Pos

Propinsi

|
Nomor Telepon L I [ T ] r I
LI T T T 1]

11 Merk Dagang/Usaha

|
I
L
NN
i [
[ {

1No. Faksimile [
HEEEEEEEN

D. PERNYATAAN

12 Dengan menyadarl sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksl-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saya
menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.

rreemenns 130GG8BL e
Petugas, Pemohon,

....................................................................................




DEPA{RTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NPWP Dilsi Oieh Petugas :
KANTOR WILAYAH .......c....

KANTOR PELAYANAN PAJAK ............ rl I I_I I I IfI I I:I I I IJ I I IJ

UNTUK WP BADAN/JOINT OPERATION

SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF BESAR/CETAK, Isi atau ber! tanda x pada kotak jawaban yang sesual. (Lihat petunjuk)
PERMOHONAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Dlist hanya untuk pendaftaran Wajlb Pajak dengan status cabang/Joint Operation (JO).
C Oy Oy o oy o1
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK BADAN ATAU JOINT OPERATION

1 Nama Wajib Pajak

(ditulis fengkap tanpa bentuk badan
hukum)

2 Bentuk Badan Hukum I J
3 Usaha:
Status [:] 1 Pusat 2 (Cabang 3 Joint Operation

Jenis Usaha KLU

Ll LT

(diisl oleh petugas)

4 Alamat tempat kedudukan:

Jalan

Blok

Nomor

RT/RW

Kelurahan

Kecamatan

Kota/Kabupaten

—
SR | SN | DU § N | | -
R e
N

-
ninniem

Kode Pos

Propins|

— — p——f —t }— ] |y ] |—]
~

.__.4_.._.._...—..__.—._7-_—..——

UMD § SN § UEUOHE § SISV § SN § SESUNR § GHENRG | I | SE—

EnnnEEEEE
Y b — — }—td -
N

[ |
L1
3 BUMN/D 4 SWASTA

L1
I
I
I

—
SR | S

5 Telepon/Facsimile:

[ W |
S
o |
ied pmd
3
-
=
3
—

6 Status Modal

—
]
2

2 PM

2

7 Pendirian dan/atau perubahan terakhir:

Nomor Akte

Al
I
I

Tempat/Tanggal Akte (tgl-bin-thn)

Nama Notaris

_-_I—j——-
— d
AN | W —
S f N | S |
SR § T § S | S—
] prr et}

I I
| I
I |
I I

N O
]

Nomor Akte Perubahan

.
St

8 Tahun Buku

9 Identitas Pimplnan/Penanggung Jawab :

Titel /Gelar rIIJ_I I I | II
Nama CLIT T T T I T T T T T I T T T T T[]
Jabatan HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Kebangsaan [:]Indonesia NIK/No. KTP: I I I I I I J I I I I I I I—I J IJ
DAsing No. Paspor: |]TI 1 { } : }7: lIi IJ I I II

|

(11 11 O

Alamat tempat tinggal:

Jalan

Blok

Nomor

RT/RW

~

11—

Kelurahan

Kecamatan

-——'I——-—‘—’——-l—_—
.__I.____I__L__L_

Kota/Kabupaten

Kode Pos

Propinsi

Telepon/Facsimile dan E-mail :

Nomor Telepon

No. Handphone

E-mail
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'

8. PERMOHONAN UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)
10 Mengajukan perinohonan untuk dikukuhkan sebagai Penguzaha Kena Pajak DYa E]Tidak

(Jika diisi "Ya" WP melanjutkan mengisi formulir permchonzn pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)

C. PERNYATAAN

11 Dengan menyadarl sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saya
menyatakan bahwa apa yang telah beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.

...................... . Tanggal
Petugas, Pemohon,

......... I PP SR T P T TP TR PP THY Ereretelacsrsus Tt et cnr bR saRTITAVITEY




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH ...........0

KANTOR PELAYANAN PAJAK

............

UNTUK WP BADAN/JOINT OPERATION

SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF BESAR/CETAK. Isl| atau berl tanda x pada kotak jawaban yang sesual.

PERMOHONAN PERUBAHAN DATA DAN WAJIB PAJAK PINDAH

L]

[ ] waijib Pajak Pindah

Perubahan Data

Y N T 1 1 I O O I A O N A
Lo I T T N N e O 0 I

BAGIAN A DISI HANYA UNTUK DATA YANG BERUBAH
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK BADAN ATAU JOINT OPERATION

1 Nama Wajib Pajak

(ditulis lengkap tanpa bentuk

badan hukum)

2 Bentuk Badan Hukum

HENENEREE

HEEENE

L L]

NN

3 Usaha:

Status 2 Cabang

3 Joint Operation

Jenis Usaha

4 Alamat tempat kedudukan:

Jalan

Blok

Nomor

RT/RW
Kelurahan
Kecamatan
Kota/Kabupaten
Kode Pos

Propinsi

5 Telepon/Facsimile:

6 Status Moda!l

7 Pendirian dan/atau perubahan terakhir:
Nomor Akte
Tempat/Tanggal Akte (tgl-bin-thn)
Nama Notaris
Nomor Akte Perubahan

8 Tahun Buku

9 Identitas Pimplnan/Penanggung Jawab :
Titel /Gelar

Nama
Jabatan

Kebangsaan

NPWP
Alamat tempat tinggal:

Jalan

Blok

Nomor

RT/RW
Kelurahan
Kecamatan
Kota/Kabupaten
Kode Pos

Propinsi
Telepon/Facsimile dan E-mail :

Nomeor Telepon
No. Handphone

E-mail

D 1 Pusat

KLU

Li L[ 1]

(diisi oleh Petugas)

I -

]
——.}._-1_.—._—.__

||

No. Faksimile

3 BUMN/D 4 SWASTA

et o

]

—

ot ——
——
—

s

NIK/No. KTP:

—
z 5
= o
2 o
v 3

n

n

o

No. Paspor:

[ 4 L
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B. PERNYATAAN

10 Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya tarmasuk sanksi-sankst sesuai dengan kelentuan perundang-undangan yang berlaku saya
menyatakan bahwa apa yang telah bentahukan di atas adalah benar dan lengkap.

....................... Tanggal
Petugas, Pemohon,

ARG RA LALLM AR A A A “rastetesssiavrsrretesestantterenaninans




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH ............
KANTOR PELAYANAN PAJAK ............

NPWP Diisi Oleh Petugas :

L) Oy ) O ) 1l

UNTUK WAJIB PAJAK BENDAHARA

SEMUA INFORMAST HARAP DIISI DENGAN HURUF BESAR/CETAK. Isi atau berl tanda x pada kotak fawaban yang sesuai. {Llhat petunjuk)

PERMOHONAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

A. IDENTITAS WAIJIB PAJAK
1 Nama Wajib Pajak

2 Nama Satuan Kerja/Instansi

3 Alamat Satuan Kerja/Instansi:

Jalan

Blok
Nomor
RT/RW
Kelurahan
Kecamatan
Kota/Kabupaten
Kode Pos
Propinsi
4 No. Surat Penunjukan
5 Telcpon/ﬁakslmlle:

B. IDENTITAS PRIBADI SBENDAHARA
6 Identitas Bendahara:
Nama pegawal yang ditunjuk

sebagai Bendahara:

7 Alamat tempat tinggal:

Jalan

Blok
Nomor
RT/RW
Kelurahan
Kecamatan
Kota/Kabupaten
Kode Pos
Propinsi
NIK/No. KTP

8 Telepon/Faksimile dan E-mall :
Nomor Telepon
No. Handphone
E-mail

C. PERNYATAAN

—-—F._.——...___—-
U ) S ) S

— e
G | WIS § Vi

i

]
TR § N | N

S

P et frmme P ] Jeeand ] b ] ]

____.___._____._.__.._._._
_J_._‘._._._‘_..__.__.__...._._

~
____L__-——_-___-—r_.—_—-

—— pmrd }—f — e} bd e e ] ——

—

 —
— —

RN

1t

Ll |
| | ]
[ 11

et e ——
S W ) S—.

RN

|
I
I
l
l
l
I
|
l

e}

HEREEE

0, Faksimile I I
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L 1]
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L 1]

i

L 11|
l

L L1
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l
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9 Dengan menyadarl sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saya
menyatakan bahwa apa yang telah beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.

Petugas,

..........................................

....................... Tanggal

Pemohon,

..........................................




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JERDERAL PAJAK

UNTUK WAJIB PAJAK BENDAHARA

SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF BESAR/CETAK. Isl atau berl tanda x pada kotak jawaban yang sesuali. (Lihat petunjuk)

PERMOHONAN PERUBAHAN DATA DAN WAJIB PAJAK PINDAH

D Perubahan Data NPWP D
D Wajlb Pajak Pindah NPWP D

BAGIAN A DAN B, DIISI HANYA UNTUK DATA YANG BERUBAH

A. IDENTITAS WAIJIB PAJAK
1 Nama Wajib Pajak

2 Nama Satuan Kerja/Instansi

3 Alamat Satuan Kerja/Instansi:

Blok HENEEEE

Nomor HEREEEN

RT/RW Ll /0 1 1]

Kelurahan HEEEEEENEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Kecamatan LI T T T T TTTTIT P T L L P ] T 1] ]
Kota/Kabupaten HENEEEEEEEEEEEEEE NN .
Kode Pos IJ l [ l ]

Propins LLL T TP T TP T[T ]
4 No. Surat Penunjukan LI L LT LT T T LT T T T T T T 4[]
5 Telepon/Faksimile: I l [ l l I l | l [ I ! I”°- Fi"“"“"ei I l l [ ‘ 1 I l I l l

B. IDENTITAS PRIBADI BENDAHARA

6 Identitas Bendahara:

Nama pegawal yang ditunjuk

sebagal Bendahara:

7 Alamat tempat tinggal:

Jalan

Blok

Nomor

RT/RW

Kelurahan

Kecamatan

Kota/Kabupaten

SRNSUED | UESNDN | SOUINDY | SN § SRS | W

Kcde Pos

Propinsi

e I T e D N e T T o T T —

|
|
l
l
I
|
|
l
|

e b e d ] e o e
SN | UG | SN f WOUNN § NN | N SN § SN
N { WONNN § SUVRS § SIS ) NESUNN | ANON [UNUU, SN  S_—
AN | GUNGE | DD § S § SOSU | S ) S | S -

NIK/No. KTP

8 Telepon/Faksimlle dan E-mail :

Nomor Telepon r
l
[

] Juo.cavsimie [ T 1 1 1 11
HEEEEEEE HEEEEEEEE
HEEEEEEN HEEENEERN

9 Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanks! sesual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saya
menyatakan bahwa apa yang telah beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.

No. Handphane

L1 ] l
| HEEE
l I

l
]
l

E-mail

....................... Tanggal
Petugas, ) Pemohon,

....................................................................................




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH ...........

UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI/BADAN/JO

SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF BESAR/CETAK. Isi atau beri tanda x pada kotak jawaban yang sesual. (Lihat petunjuk)

PERMOHONAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)

NPWP (dilsi dalam hal pamohon PKP sudah memillki NPWP)

L) Ly o o Lt Ll

A. Menentukan kegiatan usaha yang wajib melaporkan SPT Masa PPN DYa DTidak (diis "Ya" jlka WP memiliki lebih dari

satu tempat usaha)

B. Alamat tempat kegiatan usaha:

Jalan

Blok LI T LT T]

Nomor HEEEEEE

RT/RW HEERREE
|

elurahan (7]
(TT I T T T I T I I T T I T T I I T I TITT]
R—— (TI I T T I T I I T I T I T I I T I T ITT1]
[(TTTT]

(T I T I T I I I T T T T I IIT]

Telepon/Facsimile dan E-mail :
l ] [T] I ] ‘ , I JNO.Faksimilg{

|
No. Handphone NEEEREEEEEEEEEEEEEEEEEENE.
[T TP TP PT T ITT P rrreed ]

r—-—
—
—
ed

Nomor Telepon L

E-maill [

C. PERNYATAAN
Dengan mengajukan permohonan Pengukuhan PKP dan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesual dengan
ketentuan perundang-undangan yang beriaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap

*) Jika WP memlliki lebih dari satu tempat usaha dalam satu KPP, dan WP Ingin melaporkan SPT Masa PPN di seluruh tempat usaha WP harus mengajukan
Permohonan PKP untuk tiap tempat usaha dimaksud.

....................... Tanggaf
Petugas, Pemohon,

....................................................................................




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH ........00e,

UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI/BADAN/JO

SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF BESAR/CETAK. Isl atau berl tanda x pada kotak jawaban yang sesual. (Lihat Patunjuk)

PERMOHONAN PERUBAHAN DATA DAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) PINDAH

Perubahan Data NPWP l___]
Wajib Pajak Pindah NPWP D

BAGIAN A DAN B, DliST HANYA UNTUK DATA YANG BERUBAH

(diisi “Ya" jJika WP memilliiki lebih dari

A. Menentukan kegiatan usaha yang wajib melaporkan SPT Masa PPN DYa DTldak satu tempat usaha)

B. Alamat tempat keglatan usaha:

Jalan

(TTTITT]

(TTTTIT]

(T T/ T

A

T O I A A

A A A O A

EEEEE

e

[T T T T T T T T Jerme [T T T T T T T T T
|

l |
JEEEEE NN
E-mall PP PP PP bRl

C. PERNYATAAN
Dengan mengajukan permohonan Pengukuhan PKP dan menyadarl sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesual dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap

Nomor Telepon l

No. Handphone

*} Jika WP memliliki lebih dari satu tempat usaha dalam satu KPP, dan WP ingin melaporkan SPT Masa PPN di seluruh tempat usaha WP harus mengajukan
Permohonan PKP untuk tiap tempat usaha dimaksud,

....................... Tanggal
Petugas, Pemohon,

....................................................................................




i.ampiran 11-09

Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER- 44/P3/2008
Tanggal : 20 Oktober 2008

DEPARTEMEN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH ............. cessraes cenes
KANTOR PELAYANAN PAJAK .......... tivecnes

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor :

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) *) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun
2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/P]/2008, dengan ini diterangkan
bahwa :

1. Nama L erreerrierreeerreeneee st e
2. Nomor Pokok wajib Pajak : 99.999.999.9-999.999
(NPWP)
3. Kiasifikasi Lapangan : (Kode) - ( Uraian KLU)
Usaha (KLU)
4. Alamat D eneerrrverereerreeesnrrareseniaerenane
5. Merk/Akronim L e
6. Status Modal L S PO
7. Status Usaha L rrerreeer e e s are e e
8. Kewajiban Pajak : [) PPhPasal4(2) [] PPh Pasal 23
[] PPhPasal 15 [ ] PPh Pasal 25
[] PPhPasal 19 []1 PPh Pasal 26
[] PPhPasal 21 [] PPh Pasal 29
[] PPhPasail 22

telah terdaftar pada tata usaha kami,

........................... , (tgi-bin-thn)
A n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan/TUP,

------------------------------------

*) coret yang tidak perlu




Lampiran 11-10

Peraturan Direktur Jenderai Pajak
Nomor : PER- 44 /P)/2008
Tanggal : 20 Oktober 2008

DEPARTEMEN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH ...ccovvvvetninverenccnes .
KANTOR PELAYANAN PAJAK .......... veevercrarvans
SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Nomor :

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4) *) UU No. 6 Tahur 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun
2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/P)/2008, dengan ini diterangkan
bahwa :
1. Nama L e e
2. Nomor Pokok Wajib Pajak : 99.999.999.9-999.999
(NPWP)
3. Klasifikasi Lapangan : (Kode) - ( Uraian KLU)
Usaha (KLU)
Alarnat D e e s etee e
Merk/Akronim D e e senaee
Status Modal et srennaes
Status Usaha L e beereree s
Kewajiban Pajak : [1 PPN [J PPnBM

o NOUN S

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

........................... , (tgl-bin-thn)

A n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan/TUP,

NIP.

*) coret yang tidak perlu




Lampiran II-11

Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER- 44 /P]/2008
Tanggal : 20 Oktober 2008

DEPARTEMEN KEUANGAN
R.I.

DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK

99.999.999.9-999-999

TERDAFTAR
(tgl-bin-thn)

R I-w 3 ,e,”p“!g “ oy h
]"DIREKTORAT JENDERALV
. PAJAK \‘j'.,‘ ?‘; .,_L

99 999 999 9-999- 999

TERDAFTAR
(tgl-bin-thn)

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan
apabila hilang, agar segera melapor ke
Kantor Pelayanan Pajak terdaftar

- NPWP agar dicantumkan dalam hai
berhubungan dengan dokumen
perpajakan.

- Dalam hal Wajib Pajak pindah
domisili,supaya melaporkan diri ke Kantor
Pelayanan Pajak lama maupun Kantor
Pelayanan Pajak baru.

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan
apabila hilang, agar segera melapor ke
Kantor Pelayanan Pajak terdaftar

- NPWP agar dicantumkan dalam hal
berhubungan dengan dokumen
perpejakan.

- Dalarm hal Wajib Pajak pindah
domisili,supaya melaporkan diri ke Kantor
Pelayanan Pajak lama maupun Kantor
Pelayanan Pajak baru.




Lampiran 11-12

Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER- 44 /P}/2008
Tanggal : 20 Oktober 2008

DEPARTEMEN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH ....ccevvainnene cosesecnse
KANTOR PELAYANAN PAJAK ..... Cerrsersesansaanns .

BUKTI PENDAFTARAN WAJIB PAJAK
Kepada Wajib Pajak :

Nama L e e s e
Alamat tempat L eeerrrerrre st e e e s rer e
tinggal

..........................................

Telah diberikan : 99.999.999.9-999-999
NPWP

Bukti Pendaftaran ini berlaku sampai diterimanya Surat Keterangan Terdaftar yang akan
dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

........................... , (tgl-bin-thn)
A n. Kepala Kantor

Kepala Kantor Penyuluhan

Pajak/KP2KP, Kepala Seksi

Pelayanan/TUP,

....................................




Lampiran 11-13

Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER- 44 /P])/2008
Tanggal : 20 Oktober 2008

DEPARTEMENKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH .......c.ccuust
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....c.convenrenne cosaes

BUKTI PELAPORAN PENGUSAHA K PAJA

Nomor :

Sesuai pelaporan Wajib Pajak untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan ini
dinyatakan bahwa :
1. Nama e ee e eraes e

2. Nomor Pokok Wajib Pajak : 99.999.999.9-999.99%
(NPWP)

3. Klasiflkasi Lapangan : (Kode) - ( Uralan KLU}

Usaha (KLU)

Alamat L errerrenene e

Merk/Akronim L e be e

Status Modal L rerrresersre e sean e sae s

Status Usaha L e

Kewajiban Pajak : [] PPN (] PPNBM

®NoUu A

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

........................... , (tgl-bin-thn)
A n. Kepala Kantor

Kepala Kantor Penyuluhan

Pajak/KP2KP, Kepala Seksi

Pelayanan/TUP,

....................................




lLampiran I-14

Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER- 44 /p)/2008
Tanggal : 20 Oktober 2008

DEPARTEMEN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH ........... ceeerressensanne
KANTOR PELAYANAN PAJAK ....ccvvunennen vrennses

SURAT PENCABUTAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor .
Setelah mempertimbangkan adanya Surat Keterangan Terdaftar Nomor .........c....c.ee tanggal
............... yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak ...................... dan/atau laporan hasil
pemeriksaan/Berita Acara Konfirmasi Lapangan NOMO’ : .....eiievveveenn. tanggal ............... ,
dengan ini Surat Keterangan Terdaftar Nomor :................... tanggal atas :
1. Nama L e e seaeane
2. Nomor Pokok wajib Pajak : 99.999.999.9-999.999
(NPWP)
3. Klasifikasi Lapangan : (Kode) - ( Uraian KLU)
Usaha (KLU)
4, Alamat L e aa e
5. Merk/Akronim L e e
6. Status Modal L e SRR
7. Status Usaha L e b
8. Kewajiban Pajak : [ 1 PPhPasal4(2) [ ] PPh Pasal 23
[] PPhPasal 15 [] PPh Pasal 25
[] PPh Pasai 19 [] PPh Pasal 26
[] PPh Pasal 21 [ 1 PPh Pasal 29
[] PPh Pasal 22
dinyatakan dicabut dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak ................ terhitung sejak

tanggal : (tgi-bin-thn).

Pencabutan ini hanya ditujukan semata-mata untuk kepentingan tata usaha perpajakan
tanpa menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak yang
bersangkutan.

........................... , (tgl-bin-thn)

A n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan/ TUP,

---------------------------------- 2e




Lampiran [I-15

Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER- 44 /P]/2008
Tanggal : 20 Oktober 2008

DEPARTEMEN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH ....cccivanvennnen cevnnes .
KANTOR PELAYANAN PAJAK ......... ceresenans

SURAT PENCABUTAN SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor :

Setelah mempertimbangkan adanya surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor :

.................. tanggal ................. yang diterbikan oleh Kantor Pelayanan Pajak .............. dan/atau
laporan hasil pemeriksaan/Berita Acara Konfirmasi Lapangan Nomor ... tanggal
.................. , dengan ini Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor ... tanggal
........................ atas:
1. Nama et eeeesrererereeaneeessesannete
2. Nomor Pokok Wajib Pajak : 99.999.999.9-999.999
(NPWP)
3. Klasifikasi Lapangan : (Kode) - ( Uraian KLU)
Usaha (KLU)
4. Alamat L et ae e ane e nenes
5. Merk/Akronim e e veraeare e
6. Status Modal F U OU I SRRIOTRPPO
7. Status Usaha L ereerreeree e aen e
8. Kewajiban Pajak . : [] PPN {] PPnBM
dinyatakan dicabut dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak ................. terhitung sejak tanggal

: {tgl-bin-thn).

Pencabutan ini hanya ditujukan semata untuk kepentingan tata usaha perpajakan tanpa
menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oieh Wajib Pajak yang
bersangkutan.

........................... , (tgl-bIn-thn)

A n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan/TUP,

NIP.




Lampiran 1I-16

Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER- 44 /P)/2008
Tanggal : 20 Oktober 2008

DEPARTEMEN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH ....c.cccvmvvirinnenirenan
KANTOR PELAYANAN PAJAK ....cccovernrernerecanes

URAT PENGHAPUS N OR POKOK WAJIB PAJAK
Nomor :

Setelah mempertimbangkan adanya permohonan penghapusan dan/atau laporan hasil
pemeriksaan/Berita Acara Konfirmasi Lapangan Nomor............. tanggal .............. , dan
berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-44/P]/2008 dengzn ini Nomor Pokok Wajib Pajak atas:

1. Nama L ertrreerevieeeeeteeraeeteeerearrene
2. Nomor Pokok Wajib Pajak : 99.999.999.9-999.999

(NPWP)

3. Klasifikasi Lapangan 1 (Kode) - ( Uraian KLU)
Usaha (KLU)

4. Alamat L e e

5. Merk/Akronim L rettrtreerenresesiroraearetaneeraans

dinyatakan dicabut dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak ............ terhitung sejak
tanggal: (tgl-bin-thn).

Pencabutan ini hanya ditujukan semata-mata untuk kepentingan tata usaha perpajakan tanpa
menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak yang

bersangkutan.
........................... , (tal-bin-thn)

A n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan/TUP,

NIP.




Lampiran 1I-17

Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-44 /P}/2008
Tanggal : 20 Oktober 2008

DEPARTEMENKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH ........couueeee csestsesers
KANTOR PELAYANAN PAJAK ....ccoivinreneinenenee

AT TUGA NFIRMASI LAPANGAN

Berdasarkan PER- 44/PJ/2008 tentang pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, perubahan data dan pemindahan Wajib Pajak dan/atau
PKP dengan ini ditugaskan kepada:

Nama et esesesrraes
NIP L terrerrerer e eer e eenr e s e eenanres
Pangkat/Golongan et
Jabatan O PP

untuk melakukan konfirmasi lapangan dalam rangka pernbuktian kebenaran pengisian formulir
dan data Wajib Pajak atas nama :

Nama Wa]lb Pajak 8 setusecssensseeseseseseraraciratsesececrse

..........................................

Alamat tempat kegiatan
usaha/pekerjaan bebas

........................... , (tgl-bin-thn)

A n. Kepala Kantor
Kepala Kantor Penyuluhan
Pajak/KP2KP, Kepala Seksi
Pelayanan/TUP,

------------------------------------




Lampiran 11-18

Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER- 44 /P]/2008
Tanggal : 20 Oktober 2008

DEPARTEMENKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH ......cccciivcnirnncnnnnens
KANTOR PELAYANAN PAJAK ...cccouveurniiinnenens

BERITA ACARA HASIL FIRMASI LAPANGAN

Nomor
Pada hari ................. tanggal ............ bulan........cevviiiiinnn. tahun.....cccvviinnnrenannen. ,saya :
Nama L e e ee e
NIP D e sreee
Pangkat/Golongan e e
Jabatan L ereeererrrrr e e srreas

telah melakukan pembuktian di lokasi tentang kebenaran pengisian formulir permohonan dan
data Wajib Pajak yang meiakukan usaha untuk permohonan NPWP maupun melaporkan usaha
untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atas :

Nama it ieiiieeetieieierearies ittt eerrerean
Alamat tempat Kegiatan L et teieeeeeeteeteririaraean et rraattererareeans
usaha/ pekerjaan bebas

Tanggal pelaporan D e eeererserereteeenrereiera e earearer e rarrraennes

ternyata pengisian formulir permohonan terbukti:(benar/tidak benar*) dengan dokumen
pendukung yang diberikan Wajib Pajak dan/atau PKP sebagai berikut:

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

........................... , (tgl-bin-thn)
Mengetahui : Pembuat Berita Acara
A.n. Kepala Seksi
Pelayanan/TUP/Kepala

Penyuluhan Pajak/KP2KP,

NIP

2939scsvqvgarapraarars sisseess

NIP

*) coret yang tak perlu




Lampiran 1I-19

Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Momor : PER- 44 /P3}/2008
Tanggal : 20 Oktober 2008

DEPARTEMEN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH ....cccvvnvnvnennnnnnaces
KANTOR PELAYANAN PAJAK ......coccenvevnenns

UR NDAH
Nomor :

Sehubungan dengan permohonan Wajib Pajak badan/orang pribadi/Bendahara dengan ini
diterangkan bahwa:

Nama

NPWP

Jenis Usaha

Alamat

Status Modal

Status Usaha

Kewajiban Pajak

terhitung mulai tanggal ................ pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau
tempat kegiatan usaha ke:

Jalan
RT/RW.
Kel./Kec.
Kota

yang termasuk wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak .........cccoceviereeniineeniensererenne

A n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan/ TUP,

NIP.




